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P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara

pada  tingkat  pertama,  dalam  sidang  Majelis  telah  menjatuhkan  penetapan

perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rendi  Sopian bin Arpani,  umur  19 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTP,

pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Jendral

Sudirman, Gang Baru, Nomor 10 RT 063, RW 003, Kelurahan

Roban,  Kecamatan  Singkawang  Tengah,  Kota  Singkawang,

sebagai Pemohon I;

Dina binti  Rodi,  umur 20 tahun,  agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Jalan  Jendral

Sudirman, Gang Baru, Nomor 10, RT 063, RW 003, Kelurahan

Roban,  Kecamatan  Singkawang  Tengah,  Kota  Singkawang,

sebagai Pemohon II;

Secara  bersama-sama  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  disebut

sebagai para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon. 

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  17  Januari  2022  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Singkawang  dalam  register  perkara  Nomor  9/Pdt.P/2022/PA.Skw

tanggal 17 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 Pemohon I dan Pemohon

II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon

I  di  Jalan Jendral  Sudirman,  Gang Baru,  Nomor 10,  RT 063,  RW 003,
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Kelurahan  Roban,  Kecamatan  Singkawang  Tengah,  Kota  Singkawang,

dengan  wali  nikah  Ayah  Kandung  Pemohon II  bernama Rodi  dan  yang

menikahkan adalah Pemuka masyarakat  yang bernama  H. Said, adapun

yang menjadi  saksi-saksi  adalah  Sufranto dan  U. Pawadi,  dengan mas

kawin berupa cincin emas dibayar tunai. 

2. Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  berstatus

Perjaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan

dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat-syarat  dan tidak ada larangan

untuk melakukan pernikahan. 

3. Bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tersebut  tidak

terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota

Singkawang karena Pemohon I  belum berumur 19 tahun. 

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Jendral Sudirman,

Gang Baru, Nomor 10,  RT 063, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan

Singkawang Tengah, Kota Singkawang. 

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak

bernama Muhammad Arvin Pratama bin Rendi, lahir tanggal 14 Agustus

2021. 

6. Bahwa  sejak Pemohon I dan  Pemohon II menikah sampai saat

ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat

pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak

pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam. 

7. Bahwa  oleh  karenanya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sangat

membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari  Pengadilan

Agama  Singkawang  untuk  mendapatkan  Bukti  Kutipan  Akta  Nikah  dari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang

dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah. 

8. Bahwa,Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang

yang tidak mampu karena Pemohon I hanya seorang Buruh Harian Lepas

dan Pemohon II  hanya seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak  bekerja.
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Ketidakmampuan  Pemohon  I  ini  diperkuat  oleh  Surat  Keterangan  Tidak

Mampu  yang  dikeluarkan  oleh  Kelurahan  Roban  Nomor  400/006/PM

tertanggal 11 Januari 2022 dan ketidakmampuan Pemohon II ini diperkuat

oleh  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  yang  dikeluarkan  oleh  Kelurahan

Roban Nomor 400/005/PM tertanggal 11 Januari 2022. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

agar  Ketua  Pengadilan  Agama  Singkawang  Cq.  Majelis  Hakim  segera

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I  (Rendi  Sopian

bin  Arpani) dengan  Pemohon II  (Dina binti  Rodi) yang  dilangsungkan

pada  tanggal  28  Februari  2021 di  Jalan  Jendral  Sudirman,  Gang Baru,

Nomor 10,   RT 063, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang

Tengah, Kota Singkawang.

3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk

melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singakawang untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  membayar  biaya

perkara.

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah

tersebut  untuk  masa  pengumuman  selama  14  hari  sebelum  perkara  ini

disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan

keberatan  ke  Pengadilan  Agama  Singkawang  sehubungan  dengan

permohonan Itsbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir

sendiri di persidangan.

Bahwa,  Para  Pemohon  tetap  mempertahankan  isi  permohonannya,

selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon.

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Para  Pemohon

telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:
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I. Surat.

1. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  6172011202075439  atas  nama

kepala keluarga Arpani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Singkawang,  tanggal  5-12-2017.  Bukti  surat

tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal

dan paraf serta kode (P.1).  

2. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  6172011903210005  atas  nama

kepala keluarga Dina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil  Kota  Singkawang,  tanggal  19-03-2021.  Bukti  surat

tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal

dan paraf serta kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6172011112020001 atas nama

Rendi Sopian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal

29-12-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  kemudian  oleh

Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.3).  

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112015112000013 atas nama

Dina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 19-03-

2021.  Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  kemudian  oleh  Ketua

Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.4). 

5. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor  B-

033/Kua.14.04.1/PW.01/01/2022, atas nama Pemohon I dan Pemohon II,

yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

SIngkawang  Tengah,  Kota  Singkawang  tanggal  14  Januari  2022.  Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi

tanggal dan paraf serta kode (P.5).

II. Saksi
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1. U. Vera Valentin binti U. Yunarto, Umur 32 Tahun, Agama Islam,

Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jendral

Sudirman,  Gang Baru,  RT 063,  RW 003,  Kelurahan Roban,  Kecamatan

Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di depan sidang mengaku sebagai

Tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.

 Bahwa  para  Pemohon  menghadap  di  persidangan  ini

untuk mengesahkan pernikahannya.

 Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada

tanggal  28 Februari  2021 di  rumah orang tua Pemohon I  saksi di

Jalan Jendral Sudirman, Gang Baru, Nomor 10,  RT 063, RW 003,

Kelurahan  Roban,  Kecamatan  Singkawang  Tengah,  Kota

Singkawang.

 Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut

adalah  Ayah  kandung  Pemohon  II  bernama  Rodi,  kemudian  ijab

kabulnya diwakilkan kepada Penghulu yang bernama H. Said.

 Bahwa  mahar  yang  diberikan  Pemohon  I  kepada

Pemohon II  pada waktu  itu  berupa sebentuk cincin  emas dibayar

tunai.

 Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab

kabul adalah Sufranto dan U. Pawadi.

 Bahwa pada  saat  menikah  Pemohon I  berstatus  jejaka

dan Pemohon II berstatus gadis.

 Bahwa  para  Pemohon  tidak  ada  hubungan  darah,

semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh

menikah.

 Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang

keberatan atas pernikahan para Pemohon.

 Bahwa  para  Pemohon  tidak  pernah  bercerai,  tetap

beragama Islam dan keduanya hidup rukun.
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 Bahwa  itsbat  nikah  para  Pemohon  dimaksudkan  untuk

mendapatkan  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Singkawang  Tengah,  dan  keperluan  lainnya  yang

berhubungan dengan Akta Nikah.  

2. Amat  bin  Dino,  umur  57  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat  tinggal  Jalan  Jendral  Sudirman,  Gang

Baru, RT 063, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah,

Kota Singkawang, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Pemohon I,

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.

 Bahwa  para  Pemohon  menghadap  di  persidangan  ini

untuk mengesahkan pernikahannya.

 Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada

tanggal  28 Februari  2021 di  rumah orang tua Pemohon I  saksi di

Jalan Jendral Sudirman, Gang Baru, Nomor 10,  RT 063, RW 003,

Kelurahan  Roban,  Kecamatan  Singkawang  Tengah,  Kota

Singkawang.

 Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut

adalah  Ayah  kandung  Pemohon  II  bernama  Rodi,  kemudian  ijab

kabulnya diwakilkan kepada Penghulu yang bernama H. Said.

 Bahwa  mahar  yang  diberikan  Pemohon  I  kepada

Pemohon II  pada waktu  itu  berupa sebentuk cincin  emas dibayar

tunai.

 Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab

kabul adalah Sufranto dan U. Pawadi.

 Bahwa pada  saat  menikah  Pemohon I  berstatus  jejaka

dan Pemohon II berstatus gadis.

 Bahwa  para  Pemohon  tidak  ada  hubungan  darah,

semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh

menikah.
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 Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang

keberatan atas pernikahan para Pemohon.

 Bahwa  para  Pemohon  tidak  pernah  bercerai,  tetap

beragama Islam dan keduanya hidup rukun.

 Bahwa  itsbat  nikah  para  Pemohon  dimaksudkan  untuk

mendapatkan  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Singkawang  Tengah,  dan  keperluan  lainnya  yang

berhubungan dengan Akta Nikah.  

Bahwa para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang

telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu

yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya

menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada

hal-hal  sebagaimana  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini  yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan

berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  perkara  ini  menjadi

wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Para  Pemohon,  Para

Pemohon  bertempat  tinggal  di  wilayah  Kota  Singkawang,  sesuai  ketentuan

Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun

2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Jo.  Pasal  132  ayat  (1)

Kompilasi  Hukum Islam perkara ini  termasuk kewenangan relatif  Pengadilan

Agama Singkawang.

Menimbang,  bahwa  permohonan  Para  Pemohon  telah  diumumkan

dalam  tenggang  waktu  14  (empat  belas)  hari,  hal  ini  telah  sesuai  dengan
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ketentuan  Peraturan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor:  KMA/032/SK/IV/2006

tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan

keberatan  terhadap  permohonan  tersebut,  karena  itu  Majelis  Hakim

melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon

II adalah bahwa keduanya telah menikah secara siri pada 28 Februari 2021 di

rumah orang tua Pemohon I di Jalan Jendral Sudirman, Gang Baru, Nomor 10, 

RT 063,  RW 003,  Kelurahan  Roban,  Kecamatan  Singkawang Tengah,  Kota

Singkawang,  dengan  Ayah  Kandung  Pemohon  II  bernama  Rodi,  dan  yang

menikahkan adalah Pemuka Masyarakat bernama H. Said, serta 2 (dua) orang

saksi  bernama Sufranto dan U. Pawadi  dengan mahar berupa Cincin Emas

dibayar tunai,  pada saat akad nikah Pemohon I  berstatus jejaka sedangkan

Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk

menikah  dan  telah  memenuhi  syarat  baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam

maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah

bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut.

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalilnya,  Para  Pemohon

telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta 2 (dua) orang

saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa bukti  P.1,  P.2,  P.3,  P.4  dan P.5 merupakan akta

autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig

en bindende bewijskracht), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok

dengan  aslinya,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  285  RBg.,  Pasal  1888  KUH

Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Bea Meterai, (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut dapat diterima sebagai alat

bukti.

Menimbang bahwa bukti  surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, Pemohon I  dan

Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah

Pengadilan Agama Singkawang serta  Pemohon I  dan Pemohon II  berstatus

belum kawin.
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Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan dari KUA

yang  menerangkan  bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak

tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah.

Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  2  (dua)  orang  saksi  yang

diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah

memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan ketiga orang saksi tersebut

juga  sudah  saling  bersesuaian  sehingga  secara  materiil  dapat  diterima

keterangannya,  oleh  karena  itu  ketiga  saksi  tersebut  dapat  diterima

keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Pemohon  yang

dikuatkan dengan bukti-bukti  surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para

Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang

pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa  para  Pemohon  telah  menikah  sah  secara  Islam  yang

dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2021 di Jalan Jendral Sudirman,

Gang Baru, Nomor 10,  RT 063, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan

Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

2.

Bahwa  para  Pemohon  tidak  mempunyai  hubungan  darah,  semenda,

sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad

nikah  dan  pada  saat  melangsungkan  akad  nikah,  yang  menjadi  wali

adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rodi yang diwakilkan kepada

Penghulu bernama H. Said dan yang menjadi saksi nikah adalah Sufranto

dan U. Pawadi dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai.

3.

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II

berstatus Perawan.

4.

Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah

bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
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5.

Bahwa  alasan  Para  Pemohon  mengajukan  isbat  nikah  adalah  untuk

mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Singkawang Tengah,  dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan

Akta Nikah.  

Menimbang,  bahwa  atas  dasar  fakta  di  atas  ketika  akad  nikah

Pemohon I beragama Islam, masih jejaka dan Pemohon II juga beragama Islam

dan  berstatus  perawan  serta  keduanya  tidak  mempunyai  hubungan  darah

ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah,

maka pernikahan antara para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 8, 9

dan  10  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  39,40,  41  dan  42

Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa

ayat 23.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II  adalah wali

nasab  yakni  ayah  kandung  Pemohon  II  bernama  Rodi,  maka  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal

21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua)

orang  saksi  bernama  Sufranto  dan  U.  Pawadi,  dengan  demikian  telah

memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim perlu mengetengahkan dalil  syar'i

berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang

berbunyi:

  

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali

dan dua orang saksi yang adil”.

dan  Majelis  Hakim  sependapat  pula  dengan  fatwa  Ali  Al-Jalal  dalam  Kitab

I'anatut  Thalibin,  Juz  III,  halaman  308  yang  selanjutnya  diadopsi  menjadi

pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:
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Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh

dan  berakal  atas  pernikahannya  dengan  seorang  perempuan  selama

perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut

di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  telah  terbukti  perkawinan

antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai

dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum

Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas,

ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan

rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

diajukan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum,  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam,  untuk  mendapatkan  bukti  sah  pernikahan

sebagai persyaratan untuk mendapatkan dokumen negara.

Menimbang,  bahwa atas  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  maka

permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum,

oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  perkara  bidang  perkawinan,

berdasarkan  Pasal  89  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Pemohon I dan Pemohon II, yang dibayarkan melalui DIPA Pengadilan Agama

Singkawang Tahun 2022.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. 

6.

Menyatakan sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Rendi  Sopian  bin

Arpani) dengan Pemohon II (Dina binti Rodi) yang telah dilaksanakan
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pada tanggal 28 Februari  2021 di  Jalan  Jendral  Sudirman,  Gang Baru,

Nomor 10,  RT 063, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang

Tengah, Kota Singkawang.

2. Memerintahkan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk

mencatatkan  perkawinannya  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Singkawang Tengah, Kota Singkawang. 

3. Membebankan biaya  perkara  sejumlah  Rp265.000,00  (Dua  ratus

enam  puluh  lima  ribu  rupiah)  kepada  DIPA  Pengadilan  Agama

Singkawang Tahun 2022.

 

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari  Rabu tanggal  09 Februari  2022 Masehi  bertepatan

dengan  tanggal  8  Rajab  1443  Hijriah  oleh  Hasyim  Alkadrie,  S.Ag.,  M.H.,

sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur,

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi,

S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon

II;

Hakim Anggota,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ketua Majelis,

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.
Panitera Pengganti
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Zainol Hadi, S.H.
    

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 0,00

Jumlah Rp. 265.000,00

              

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


